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WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

DEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENCOAH
PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALl KOTA MEDAN,

Menimbang ! bahwa univk melaksanakan ketentuan Pasal 45
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017
tentang Rincfan Tugas dan Funpgs Dimas Pendidiken
Kota Medan, periu mambentuk Peraturan Wali Kota
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekoiah
Menengah Fertama Negeri Pada Dinas Pendidikan

_ Kota Medan.
Mengingst © 1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesita Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Dt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerab Ctonom KEota-Rota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara [Lembaran Negara Republk Inconcsia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Nepgara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem  Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2003 Nemor 78,
Tambahan Lsmbaran Mepara Republik Indonesia
Nomor 4301,

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelaypnan Publik (Lembaran Negara Repubhblik
Indoneszia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor 50708,

5. Mndang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Nepara (Lemhbaran Negera Republik
indonesis Tahun 2014 Nomer 6, Tambahan
Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomaor 5344,
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Undang-Undang Namor 23 Tahun 2014 tenjang
Pemerintahan Daerah [Lémbaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemaor S587].
sebagaimana telah diubah beberapa kab terakhir
derigan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedus Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negaura Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemor 5679);

Undang-Undang Nowmor 30 Tahun 2014 teatang
Administrasi  Pemermtahan  [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Z92.
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesa
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomon 22 Tehun 4973
wntarg Perluasan Deerah  Kotamadya Medan
[Lembaran Negaza Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berasiag Dan
Mardinding Di Wilavah Kabupaten Daerah
Tinekst [ Karo, Kecamatun Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupatenn Daerah Tingkat Il Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerak Tingkat [I Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, .Medan Tembung, Medan Hebvetia, Medan
Polonia. Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplss Dan Medan Area Di Wilsyah Kotamadva
Daeral Tingkat 1 Medan Dalam Wilayah Propinsi
Dasrah Tingkat [ Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nemnr 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tohun [9%2
tentang Pembentuken 18 ([Delapan  Belas|
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Simalungun, Dain, Tapanul
Selatan, Karo, Tapanuli Utara;, Tapanull Tengsh,
Nias, Langkat dan Wilayah Rotamadya Dacrah
Tingkat 1T Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran MNegare
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomaor 65



1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasiorfa! Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahua 2015
tentang Perubahan Kedua Atds Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negarm Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indrnesia Nomor S670);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor €7 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 MNomor 90, Tamhbaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

13. Peraturan Pemerintah Nemor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan pendidikan [Lembaran Hegara
Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomer 91,
Tambahan lembaran Negura Republik Indonesia
Momar 4864);

14, Prraturan Yemerintah Nomeor 17 Tahun 2010
. tentang  Pengelolahan  dan  Penyelenggaraan
Pendidikan {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2010 MNomer 23, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor 2 105)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010  tentang  Pengelolahan  dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  [Lembaran Negarn
Fepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

15. Peraturan  Menteri Pendidikan  dan Kebudavaan
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengeiolaan
Pendidikan Oleh Satuan Pendidiken Dasar dan
Menengah;

ran  Menten Dalam Negeri Nowmar 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan
Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksans
Teknis Daerah (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451);



I7. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Peranglkat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 MNomor 15, Tambshan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 5);

18. Peraturan Wali Kota Medan Nomar ! Tahun 2017
fentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Dasrah
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 MNomor 1,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wal Kota Medan
bomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan.
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata
herja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kors Meden
Tahun 2017 Nomor 40);

19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tabun 2017
fentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2017 Nemor 58],

. MEMUTUSEAN;

Menetapkan FERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT FELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH
FERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA
MEDAN,

BAaB |
KETENTUAN UMUM

Fasal ]
Dalam Peraturan Walikota ini yang ditmnksud dengan:
1. Daersh adalah Keta Medan.

2. Pemerintehan Daerah  adalah penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat deerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara hesatuan Republik Indonesia sebagaimana  dimaksuic
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

3. Pemerintah Daereh adalah Wali Kota sebagai  unsur
penyelenggara Pemeriniahan  Daerah  vang memimpEn
pelaksinaan urusan pemerintaban yang menjadi kewenangan
daerah otonom,



o

=]
r

1o

i

(<)

(2)

Wali kota adaial Wali kota Medan.

Dinas adalah Uinas Pendidikan Kota Medan.
Kepala Dinas adalah Képala Dinas Pendidikan Kota Medan.
Sekretaris adulah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan.

Scholah Menengah Pertama Neperi yvang selanjutnya disinglat
SMP Negerl mdelah satuan pendidikan formal tingkat menengah

pertama;

hepala Sekolal Menengah Pertams Negen adalah guru vang
diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolali;

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalsh
UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan
Kota Medan.

BAB [}
PEMBENTURKAN, KEDUDUEKAN, TUGQGAS, FUNGS! DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian hesaty
Pembentulan

Pasal 2

Wali Kota membentuk UPT Sekolzh Menengah Pertama Negeri di
lingkungan Dinas;

UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam
Inmpiran | yang merupakan bagiar vang tidak terpisahkan dar
peraturan wali kota .

Bagian Kedua
Redudukan, Tugss dsr_m Fungsi

Paragraf |
Kedudukan

Pasal 3

UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan UPT yang
berada di lingkungan Dinas.

UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksod
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional gury vang
diber] tugas tambahan sebagai Kepala UPT vang berkedudukan
di bawnh dan bertanggungfawal kepada Kepala Dinas melalui
Sekretans



Paragml 2 ;
Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

UPT Sekelah Menengah Pertama MNegeri mempunyal  tugas
menyelenggarakan  proses  belajar  mengajar  dan pelayanan
pendidikan lingkup pendidikan menengah pertama  berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Fasal 5

Dalam menyelengparakan tugas sehagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, UPT Bekolah Menengah Pertama Negeri mempunyad fungsi :

a. menyelenggarakan kegiaten pendidikan;

b, membina Resiswann:

¢ melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi jguru dan tenag

kependidikan lainnya,

menyelenggarakan administrasi sekalah:

migrencanakan pengembangan, pendavaglnaan, dan

pemciilaraan B4ArENN Pprasaranas:

metaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan areng tua

dan/masyarakat:

g melaksanakan rekrutmen siswe berdasarkan peraturan undang-
undang; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bagian Ketigs
Ausunan Organisasi

L

—

Pasal 6

{1} Struktur Organisasi UPT Sekalah Menengah Pertama Negen
terdin atas;
# Kepala UPT Sekolsh Menengah Pertama Negeri;
b. Walil Kepala UPT Seltolah Menengah Pertama Negeri,
¢. Kepala Tala Usaha;
d. Kepals Perpustakaan;
€ Kelompok Jabatan Pungsional Guru dan tungsional lairmva;
dan
f. Pelaksana.

(2} Bagan struktur organisasi UPT Sekaolah Menengah Pertama Negen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
1l Peraturan Wali Kota ind.

Pasal 7
(1] Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri menghunjuk Wakil

Kepala UPT berdasarkan kompetensi vang dimiliki berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
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(2} Jabatan Wakil Kepala UPT sebiagaimana dimaksud pada avat (1],

{3

(4]

(1)

(2)

iy

(2}

(3

[4)

dipimpin oleh seorang pejabatl fungsional guru yang diberi tugas
tambahan untuk melaksanakan tugas dan tangpung jawab
mengoordinasikan pelaksanasn tugas dan fungsi UPT, dan
bertangungjuwab kepada Kepala UPT Sekolah Mencenpah Pertama
Negeri.

Rintan tugas dan fungsi Wakil Kepala UPT ditetapkan olch
Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Neper dan berdasarkan
peraturan perundang-undungan.

Pengangkatan Waokil Kepala UPT dilaksanakan oleh Kepala Dinas
berdasarkan usulan dan Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama
Meger berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pazal &

Kepala tata usaha sebagaimane dimaksud dalam Fasal 6 avat {1)
huruf ¢, dipimpin oleh seomang pejabat fungsional guru dan fatau
pejabat Tungsional lainnya yang diberi tugas lambahan untuk
melakeanakan tuges fungsi dan tanggung jawab  mengelola
ketotausahaan sekolah, dan bertangunpgjawah kepads Kepela UPT
Sebkolnh Menenpah Pertama Nepgeri

Pengangkatan Kepala tata usaha dilaksanakan oleh kepala thnas
berdasarkan usulan dari Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama
Negen berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

Jabatan kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & ayat (1) hurufl d, direalisnsikan pengisian jabatannys
berdesarkan kebutuhan riil dan perpustakaannva telsh
memenuhl standar serta sesus: dengan peraturan perundangs

undangan.

Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1], dipimpin oleh
seorang pejabat fungsional guru, pustakawan dan/atau pejabat
fungsional laimnya yang diberi tugas tambahan untuk
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jEwab mengelols
perpustakaen, dan bertangungiawab kepada Kepala UPT Sekolah
Menengah Pertama Negeri.

Tugas, fungsi dan tangpungiawab sebagaimana padas avat (2)
ditetapkan oleh kepala UFT Sekolash Menengah Pertama Negeri
berdasarkan peraturan perundang-undangen.

Pengangkatan kepala perpustakasn dilaksanakan oleh Kepala
Dinas berdasarksn usulan dar Kepala UPT Sekolah Menengah
Pertama Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.



BAB Il
URAIAN TUGAS °

Bagian Kesatu
Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pasal 10

Uralan Tugas Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Neger adaloh

a.

merencanakan program dan kegiatan pembelajaran  Sekolab
Menengah Fertama Negeri dengan mempedomani rencana umuim
kotr, rencana strategis, kurdkulum, dan rencana keria linas
untuk terlaksananya sinerpilas perencainaan,

menyusun bahan kebijakan tcknis  operasional, standar
operasional prosadur, standar kompetensi jabatan, analisis
jabatan, analisis beban Yeris, evalias: jabatan, dan standar
lainnya [lingkup Sekolah Menengoh FPertama Negenn untuk
ditetapkar  lebilh  Janjut  oleh Kepala Dinas schiogga
terselengearanva aktvitas dan tugas secara optimal;

membagl tugas, pembimbingan, penilaian, penghargsan, dan
penegakan /pemrosesan  kedisiplinan Pegawal ASN [reward and
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sckolah
Menengah  Pertama Negeri  berdasarkan  atas  peraturan
perundang-undangan,

mejabarkan visi ke dalam misi target muoiu,

meromuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapar,
menganalizis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemshan
sekolah;

melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah serta
keputusan penting lainnya dengan melibatkan gury, komite
sckalah berdasarkan peraturan psrundang undangan;
melaksanakan komunikasl secara proaktl dan persuasii unmuk
menciptakan dukungan intensil darn orang twa peserta didik dan
masyarakat;

menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga
kependidikan  dengan  menggunakan  sistem  pemberian
penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan
dan kode étik;

menciptakan hngkingan pembelgjaran yang efekets{ bagl pesertn
didik,

melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanssn
partisipatil mengenai pelaksansan kurkulim;

melaksanakan dan merumuskan progmm. supervisi, serta
memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja
sckolah;

. melaksanakan penyusunan dan memutuskan tata tertib proses

belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait untuk
meningkatikan mutu  pendidikan  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan,

memfasilitami pengembangan, penvebarluasan, dan pelaksanaan
vigl pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan
didukung oleh komunitas sekolah;



membantu, membing, dan mempertahankan lingkungan sekolah
dan program pembelijaran yang konduril bagi proses’ belajor
peseria didik dan pertumbuhan profesionzl parm guru dan tenaga
kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga nama baik
lembaga dan profesi;

melaksanakan manajemen organisasi dan pongoperasian sumber
dava sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar vang amean.
schat, efisien dan efeltif;

menjalin  kerja sama dengan orang tus peserta didik dan
masyarakat, dan komire sekolah menangpapi kepentingan dan
kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber
duya masyarakat;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
melaksanakan tugss-tugas lain vang diberikan cleh kepala dinas

Bagian Kedus
Kepala Tata Taaha

Pasal 11

Uraian Tupas Kepals Tala Usahs adalal :

menyiapkarn bahan penvusunan  program  dan | kegietan
pembelgjaran  Sckolah  Menengah Perfama Negeri  dengan

mempedomani  reacana  umum kota, Tencana  strategis,

kurikulum, dan rencana kegja Dinas untuk  terlaksanarya

smergitas perencanaan,;

menyiapkan bahan lkebijakan toknis opermsional, standar

operasional  prosedur, standar kompetensl jabatan, analisis

jabatan, analisis beban ketja, evaluaai jahatan, dan standar

lainnya lingkup 3Sekoiah Menengah Pertama Negeri untuk

ditetapkan  lebih  lanjut  oleh Kepala Dinas  sehimpga

terselenggaranya sktivitas dan tugas secara optimal;

meinbagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan

penogakan fpemrosesin  kedisiplinan Pegawai ASN (reward and

prnishment] lingkup Urusan Tata Usaha dalam rangks untuk

kelancaran tugas Sekolah Menengah Pertuma Negeri berdasarkan

aias peratuman perundang-undangan;

melakukan pengoordimasian dan penyelizan urusan pembukuan,

verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban

anggaran Sekolah Menengah Pertama Negerd;

melakukan urusan kepegavwaian dan pengembangan pegawal di

linghkungan Sekolah Menengah Pertarna Neger;

melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembayaran

Eﬁnhnja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran
nya;

melakikan pengelolaan data dan mformasi pegawai;

melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan wenags

kependidikan,

melakukan kena sama i bidang pengembangan  dan

pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;

melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan

kearsipar;
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melakukan urusan publikasi dan dokumentasi

melalukan penyusunan reneana  kebutuhan, pengadaan,
penerimaan, inveniarisasi, penvimpanan, penghapusan dan
pendistribusian barang milik daerah;

_ melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan keamapan,

ketertiban, kebersihan, dan ketmdahan di lingkungan Sekolah
Menengzh Pertama Negeri,

melakukan pengaturan penggunaan sarana (dan prasarana,
melaksanalan hubungan kerja sama dengan orang tus peserta
didik dan masyarakar;

melaporkan hasil pelaksanaan ‘tugas kepada Kepala Selwlah
Menengah Pertama Negeri; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
Kepala Sekolah Menengah Pertama Negerni.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan fungsional lainnya

Pa=al 12

Uraian Tuges Kelompok Jabatan Fungsiomal Gura Dan fungsional
lainnya adalah :

B

(1)

(]

(3]

melakukan tugas jabatan fungsional guru dan fungsional lminnya
sebapaimina butit-butir kegiatan yang ditentukan didalam
peraturan jabatan fungsional gury dan fungsional lainnya dan
anpka kreditnya.

metaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Sekolah
Menengah Pertama Negeri: dan

melaksanalan tugas lain vang diberikan oleh Kepals UPT Szkolah
Menengah Pertama Negeri.

Baman Keempar
Pelaksanu

Pasal |3

Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksana
berdasarkan kebutuhan deri hasil analisis jubatan dan analisisi
beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Jabatan pelaksana mempunym tUgas melaksanakan tugas teknis
operisional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnva selaku
jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis
jabatan dan analisis beban keda  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan.

Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara
Lainnya vang merupakan jsbatan Prelaksana berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan
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BAB IV .
TATA KERJA

Pasal 14

Delam rangka meningkatksn kuealitas pelayanan pendidikan
formal maka Kepala Dinas mengevaluast dan/atau menatapkan
standar pelavaran, standar operasional prosedur, kotak
pengaduan, serta secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan
Masyarakat [SKM) pada UPT berdasarkan peraluran perunduang-
undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Sekolash Menengah
Pertama Negeri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi untuk terselengparanya proses belajar mengajar
dan pelayanan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Kepala UPT Sckolah Menengah Pertama Hegen wajil mengawas
bawahannya tdan bila terfadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negen bertanggung jawah
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan
bimbingan sertn petunjuk bagi pelalsanaan tugas bawahannva.

Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negen wajib mengikut
dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berlkala
tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh Kepaiu UFT Sekolah Mencngah
Pertama Negen dar bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sehagal bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan
untuk memberban petunjuk kepada bawahannya,

Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negen dalam
penyampaian laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lsin yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

Calam rangka kelancaran pelaksansan tugas Kepala UPT Sekoizh
Menengah Pertama Negeri memberikan bimbingan kepada
bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUFP

Fasal 15
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tangeal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

penpundangan  Peraturan Wall Kota tri dengan penempatannya
cdalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

WAL] KOTA MEDAN,
ted

DZULMI ELDIN 8
Diundangkan di Medsn
pada tanggal 14 Februan 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
e
SYAIFUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 21
Salinan sesual dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SERRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,

BAMBANG, SH
Panata Tingkat |
NIP. 19620515 188011 1 001




LAMPIRAN | PERATURAN WALI KUTA MIEDAN

NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGER] L_/
DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

PEMBENTUKAN UPT SMP NEGER!  +/
ALAMAT SEHOLAH

NO NABA SEKOLAH ; RELURAGAR TAN
1 |SMP NEGERI 1 MEDAN JL. BUNGA ASOKA NO.6 ASAM KUMBANG MEDAN SELAYANG
2 |SMP NEGERI 2 MEDAN JL. BRIGJEND KATAMSO KAMFUNG BARU MEDAN MAIMUN
3 |SMP NEGERI 3 MEDAN JL. PELAJAR NO 62 MEDAN TELADAN TIMUR MEDAN KOTA
4 |SMP NEGERI 4 MEDAN JL. JATT 1 NO. 118 MEDAN TELADAN TIMUR MEDAN KOTA
5_|SMP NEGERI 5 MEDAN JL. STASIUN DESA BESAR MARTUBUNG MEDAN LABUHAN
6 |SMP NEGERI 6 MEDAN JL. BAHAGIA NO 42 TELADAN TIMUR MEDAN IKOTA
7 |SMP NEGERI 7 MEDAN JL. H. ADAM MALIK NO. 12 MEDAN SILALAS MEDAN BARAT
8 |SMP NEGERI 8 MEDAN JL. H. BAHRUM JAMIL, SH NO. 96 MEDAN |SUDIREJO 1 MEDAN KOTA
9 |SMP NEGERI 9 MEDAN JL. TB SIMATUPANG NO. 118 MEDAN SUNGGAL MEDAN SUNGGAL

10 _|SMP NEGERI 10 MEDAN JL. LETJEND JAMIN GINTING KM 4.3 PADANG BULAN MEDAN BARU
11 |SMP NEGERI 11 MEDAN JL. BUDI KEMENANGAN NO.24 PULO BRAYAN KOTA MEDAN BARAT
12 |SMP NEGERI 12 MEDAN JL. MH THAMRIN NQ. 52 MEDAN PUSAT PASAR MEDAN KOTA
13 [SMP NEGERI i3 MEDAN JL. SAMPALI NO. 47 PANDAU HULU II MEDAN AREA
14 |SMP NEGERI 14 MEDAN JL. PANDAN NO. 14 GANG BUNTU MEDAN TIMUR
15 |SMP NEGERI 18 MEDAN JL. M.NAWI HARAHAP Gg. SUKA SITIREJO 1il MEDAN AMPLAS
16 |SMP NEGERI 16 MEDAN JL. KARYA Il NO. 3 KARANG BEROMBAK MEDAN BARAT
17 ISMP NEGERI 17 MEDAN JL. KAPTEN M JAMIL LUBIS NO. 108 BANDAR SELAMAT MEDAN TEMBUNG
18 |SMP NEGERI 18 MEDAN JLEKEMUNING PERUMNAS HELVETIA HELVETIA MEDAN HELVETIA
19 |SMP NiZGERI 19 MEDAN JL. AGENDA NO. 34 SEI PUTIH BARAT MEDAN PETISAH

20 [SMP NEGERI 20 MEDAN JL. KAPTEN RAHMADBUDDIN TERJUN MEDAN MARELAN

| 21 |SMP NEGERI 21 MEDAN JL. BUNGA RAMPE SIMALINGKAR B MEDAN TUNTUNGAN
22 |SMP NEGERI 22 MEDAN JL. PENDIDIKAN NO.36 MARINDAL MEDAN JOHOR
23 ISMP NEGERI 23 MEDAN JL. RAYA MEDAN TENGGARA UJUNG BINJAL MEDAN DENAI
24 [SMP NEGERI 24 MEDAN JL. METAL - KRAKATAU UJUNG TANJUNG MULIA MEDAN DELI
25 |SMP NEGERI 25 MEDAN JL. RAWE II NO.PO TANGEKAHAN MEDAN LABUHAN
26 |SMP NEGERI 26 MEDAN JL. P.SICANANG-BELAWAN SICANANG MEDAN BELAWAN i
27 |SMP NEGERI 27 MEDAN JL. PANCING PASAR IV NO 2 SIDOREJO MEDAN TEMBUNG
28 |SMP NEGERIi 28 MEDAN JL. KARYA BERSAMA NO.17 PANG. MASYHUR MEDAN JOHOR
29 [8MP NEGERI 29 MEDAN JL. LETDA SUJONO UJUNG/BENTENG HULU |[TEMBUNG MEDAN TEMBUNG

30 [SMP NEGERI 30 MEDAN JL. BUNGA RAY
31 *

ASAM KUMBAMNG

MEDAN SELAYANG

LAUCIH

MEDAN TUNTUNGAN
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N NAMA BEHOLAH

ALAMAT BEKDLAH

. —

—

Anlinnn sewi detgan aslinys

REPALA BAGEAN HUKUM SEKK.S

DAERAH KUTA MEDAN,

+ SH
Panala Vingkal |
HIP. 15620515 189011 1 DOV

TARIAT

RELDLW ELON S

~ 2 JALAN HELURAMAN HECAMATAN
32 ISMP HEGERD 32 MEDAN oL MARELAN ¥ NO, 133 REEQAS PULAYD MEDAN MARELAN
| 13 |SMP NEGERIDI MEDAN __ LIL FLATINA IV TITIPAPAN MEDIAN DELI
g4 |=sMP mm1-:r-u a9 MEDAN JL. BIOIEXD ZEIN HAMID GO PERBATASAN BARY [KAMPUNG BARL MEDAN MAIMLUN
Jlo WILLIEM [SHANDAR PASAR V DANDAR SELAMAT MEDAN TEMBAUNC,
JL: STM NO. 13 SIMREID U |MEDAN AMFLAS
SMP NEGERI 37 MEDAN JL. TIMOR NO. 36 1 CAHARL MEDAN TIMUR
A8 |8MP NEGQER 35 M H JLMARELAN VIl MOV METIAN TERJLIH MEDAN MARELAN
39 |BMP NEGERI 39 MEDAN oJL. ¥OUNG PANAH HLIAL LABTTHAN DELE MEDAN
40 [8MP NEGERI 40 MEDAN JL. KLAMBIR LIMA OG. SAMIELIIUK TANJUNG GUSTA AN HELVETIA
11 IsMP 41 N _ BLINGA NCOLE NO.129 HAMO OAJAR MEDAN TUNTUMGAN
12 [SMP NEOER] 33 MEDAN JL- FLATINA ¥ TITT PAPAN MEDAN DVELI
21 |8MP NEGER] 43 MEDAN JL. KL, Y8 SUDARSO KM. 105 KOTA BANGLIN MEDAN DEL]
i |SMI NEGER] 44 MEDAN JL. CF . CHAIDIR SLOK A NO. 3 "I!I:‘.I.A"MN IHEAH JMEDIAN LABUHAN
45 [BMP NEGERL 45 MEDAN L. JALA RAYA GRIVA MARTUBUNG BESAK _ MEDAN LASUHAN
46 |5MP TERBURKA HEGER] 21 MEDAN .JJ.. RAYA MEDAN TERGGARA UJUNRG EIN.IA _|METMN DHEMAL
47 _|5MP TERBUKA NEGER] 38 MEDAN |11 MARELAN Vil NO.99 MEDAN TERJUN MEDAN MARELAN
48 |_E“" TERAUKA HEGERT 5 MEDAN |JL. STASIUN DESA BESAR BARTTIBLING _|MEDAN LABLHAN
WALI KOTA MEDAN,
i





